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Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara
tertantu pada tingkat pertama dalam sidano majelis telah meniatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

D) Siti Nurhidavah binti Sarju, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP.

W

pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di RT. 010, Desa
Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pager,
9 sebagai Penggugat,
‘ melawan
Sug}to bin Mulyono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan
@ Tidak dikelahui. bertempat kediaman di RT. 010, Desa Suliliran
Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, namun
sekarang fidak diketahui keberadaannya diseluruh wilavah
% Negara Kesatuan Republik indonesia, sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.
@ Telah membaca surat qugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di

persidangan.

miiAdilur RERISFARA
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengaiukan Surat Gugatan terhadap
Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannva tanggal 11 Nopember
2016 vang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot
dalam Reqister perkara Nomor 0799/Pdt.G/2016/PA.Tat, tangoal 11 Nopember ¢
2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut: ‘
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada
tanggal 27 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanlor
Urusan Agama Kecamatan Paser Bslongkong, Kabupaten Paser.
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sebagaimana tercanfum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51 /28 /11 / 2014,
tanggal 27 Februari 2014.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana lavaknya suami istri, bertempat tingaal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Suiiliran Baru, Kecamatan Paser
Belenakona. Kabupaten Paser selama 4 bulan.

3. Bahwa setelan pemikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana lavaknya suami istri dan telah di karuniai 1 [ salu ) orang anak
bernama Muafak Alimul Karim bin Sugito, lahir 10 Agustus 2014.

7 O 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,
namun sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmanis, sering teriadi perselisihan dan pertengkaran vang
disebabkan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya.

5. Bahwa pada fanggal 10 Juni 2016 Terquaat telah perai meninagalkan

B » Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan
kepergiannya, sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan dan tidak diketahui lagi
dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini.

. ;8. Bahwa Pengquaat dan keluaraa Penggugat sudah berusaha mencari dimana

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa, Terguaat tidak diketahui lagi keberadaanva hingaa sekarana.
@ sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomar 472.23/03/KDS-SLB tangoal 11
Nopember 2016 vana dikefuarkan oleh Kantor Desa Suliliran Baru ., Kecamatan
Paser Belengkong, Kabupaten Paser,sebagaimana teriampir.

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
mencerminkan rumab tangga seutubnya, vaitu rumah tangga vang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penoaugat adalah
perceraian.

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biava vang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Maijelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sugito bin Mulyono)
terhadap Penggugat (Siti Nurhidayah binti Sariju).
3. Membebankan kepada Penagugat untuk membavar biava perkara sesuai
dengan Ketentuan yang beriaku.
4. Atau apabila Maielis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain vang
seadil-adilnya
Bahwa Pengguoat bersamaan surat gugafannyva, juoa telah melampirkan
Surat Keterangan Gaib, Nomor 472.23/03/KDS-SLB tanggal 11 Nopember 2016
vanq dikeluarkan oleh Kantor Desa Sulifliran Baru . Kecamatan Paser Belengkong.
Kabupaten Paser.
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan
gperkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan dan terhadap panaailan tersebut. Penaaugat menghadap ke

?persidangan secara in persoon, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui

Radioc Gema al Falah Tanah Grogot, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak
gmenahadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
ukuasanya yang sah,

Bahwa Maijelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam
membina rumah tangga. akan tetabi Penaauaat tetap dengan qugatannva.

Bahwa perdamaian melaiui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi, karena Terqugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjuinya dibacakan qugatan Penggugat vang isinva tetap
dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena
ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didenoar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:
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a. Bukii Tertulis:
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/28/11/2014 tangaatl 27 Februari 2014,
dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong,
Kabupaten Paser, bukti tersebut telah dinazealen dan diberi meterai cukup,
telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Keiua Majelis dan diberi
kode P.
b. Bukti Saksi
1. Handavani binti Noatemo, umur 46 tahun. agama Islam. pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di RT. 010, Desa Suliliran Baru, Kecamatan
) Pasir Belengkona. Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Ibu
Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang

nada pokoknva sebaaai berikut:

=3
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami lstri.
I Bahwa Szksi tidak mengetehul secarz jslas permaszlzhan rumah
¢ tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bghwa vang Saksi katahui adalah bahwa sgiak dua tahun vanag lalhy
Tergqugat pergi meninggalkan Pengaugat.
&

% - D ebunrm sk PraTaTallaTe el Faarey Drvrrre immd Tormiwrnt  bAAal, Aasrsas
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memberi kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan

O - Tergugat.

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Rahwa Qgolei telah membori nasihat kepadz Pengougat untuk

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun
Penaduaat fetap ingin bercerai dengan Teraugat.

- Bahwa keterangan vang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan
Saksi sendiri.

2. Noorhadi Sutrisno bin Dioyo Karso, umur 60 tahun, agama Islam,

pekerj?an Petani. tempat tingaal di RT. 10, Dusun Sukajaya, Desa Suliliran

Baru, .Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Saksi memiliki
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hubungan Tetangga Dekat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal
vang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri,

Al marmaeasslab s
a2 e e ] T E T Sl el el 1) )

¢

tangga Pengougat dan Tergugat.

-  Rahwa vann Qalai kafoshin adalsh hahwa gaizl Adua tahon vann laln
=ahwa yang sax xelahg 20aian hehwa gaEi Jua 2nun yang 1oy,
Tergugat pergi meninggaikan Penggugat.

- Rahwa seizk meninaaalkan Panaoaonat Terauaat tidak nemah
Sahwa M2k maninaoaikan naqraAr, LI F

O memberi kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan
3 Terauaat.

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

* - Bahwa Sakei tolsh memberi nasihat kenada Penggugat untuk
2 mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun
& Pengaugat fetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan
Saksi sendiri.
4 © Bahwa Penggugat teiah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap dengan quaatannya dan memohon agar perkara ini diputus
dengan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannva tidak
dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnyva telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan uniuk mempersingkat putusan ini, cukup

menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebuf,

PERTIMBANGAN HUKUM

Ao la o P e [ B T ey 'y -l bl
Ll ;._;;u!;_.]ﬂl.al 1 el u._.;guga:. Gl
dalam guadtanniya mendalikan bahwa
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Beiengkong, Kabupaten Paser, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana teiah diubah menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Yudicio) sehingga memiliki
leaal standing dalam perkara a guo.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

O dilaksanakan menurut tata cara agama Istam (vide bukti P.) dan perkara a gue
merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal
40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

§1QPerkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989
vang telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2006 dan perubahan
akedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,
maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, termyata Penggugat
,Epertempat tinagal di wilavan hukum Pengadilan Agama Tanah Gregot. maka
® berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang
O Nomor 3 Tahun 20056 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomeor 50
Tahun 2009 Juncfo Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam). pemeriksaan perkara

a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang. bahwa Penggugat telah memiliki surat keterangan Gaib vang
menearangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah
kembali dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannva. Sehinaga Pengaugat
telah memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan perkara gaib.

Menimbang. bahwa Penaaugat telah dipanagil untuk menghadap di
persidangan teiah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2
R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan

demikian pemanqailan tersebut telah dilaksanakan secara sah.
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil meiaiui media massa secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan
Adminstrasi Peraditan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I
Nomor KMA/O32/SK/IVI2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberiakukan Buku 1)
Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian
pemanaggifan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

O Menimbang, bahwa pada har sidang vang telah ditetapkan. Penagugat

¥ menghadap secara in persocon ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir, dan ftidak menautus orana lain sebagai wakil atau kuasanva, dan

"a:ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian
berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Ba. avat (1) Maijelis telah dapat memeriksa

_.dan memuius perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

* Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Ba. juncto
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 yang telah diubah

,ﬁdengan Undang-Undang Nomor 3 Tshun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil.

@ Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat
dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehinaga
telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 216 Tentang
Mediasi.

Menimbang, bahwa vang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah
bahwa seiak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaj
tidak harmonis, seéring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering pulang kerumah orang tuanva. dan akibat perselisihan dan
pertengkaran fersebut, sejak tanggal 10 Juni 2016  Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan
kemana tujuan kepergiannya, dan fidak diketahui lagi dimana keberadaan
Tergugat hinaga saat ini.
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di pérsidangan,
bukan berarti dengan serta merta qugatan Penggugat harus dikabulkan dengan
alasan telali memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara
ini merupakan perkara perceraian vang termasuk dalam kelompok hukum
perorangan (personen rechf) yang rentan dengan kebohongan (arres) dan
permufakatan para pihak uniuk bercerai, maka Maielis Hakim memandang periu
untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbana. bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannva, Pengaugat
mengajukan bukfi-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan

O dipertimbangkan sebagai berikut:
= Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan menaikat (volledia en bindende bewijskracht). sesuai
’?dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285
dan 301 R.Bq. juncto pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Materai juncfo pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
" Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti
pgersebut dapat diterima sebaqal alat bukii.
Menimbang, bahwa bukii P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi
peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk vang beragama
O Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pasir Belenakona, Kabupaten Paser. sesuai dengan Pasal 2 Undana-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi
Hukum Islam) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah ferbukti bahwa antara
Penacuaat dan Terguaat telah terikat dalam perkawinan vang sah.

Menimbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan
keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. olsh karena itu telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompitasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.
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Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telzh teriadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis
Hakim perlu didengar keterancan saksi-saksi vang berasal dari keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomaor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai
perselisinan dan pertengkarannva dengan Teraugat yang telah teriadi secara terus
menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan

O sebagai berikut:
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ocleh Penggugat tidak ada

B

halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 avat {1) R.Bg. Telah
%isampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap
peristiwa vang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasai 309
" R.Bg, sehinaga keterangan saksi-saksi Pengguaat telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih
‘,ulan_iut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Juncfo Pasal 1810
KUH Perdata melarang Saksi Pertama Pengaupat untuk memberikan kesaksian di
@ depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai lbu Kandung Penggugat,
akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum
R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut. hal ini dimungkinkan jika
merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan Lex specialis derogat legi
generali (hukum vana bersifat khusus mengesampingkan hukum vang bersifat
umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang
perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Ba. Di samping itu secara
filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian
dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui
secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat vang

sangat privat.
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Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang
'disampaikah dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-
dalil quoatan vana diaiukan oleh Pengaugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan
keterangan Pengqugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

O -  Bakwam caial holan tanonal 10 luni 2018 Taro m-a-l talah nnrﬂl maninnasll-an
e[ay DuEn aEngoa U UM UG8 T et o MSIingoanan

B
4

Penggugat.

& - Rahwa eaial maninaonallkan Panoounat Teroonat tidal narﬁnh mamhari
Halwa calsk maninaaalian Fongougsi, lergugsl LoD PoingEn fheen

kabar dan nafkah untuk Pengqugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

e Dbt oyt cnadb imd Tara renk Hidaly dilbeababari Leaharasdaonnosa
Al 1T vul]l*’ul wintLAL 11 M " U’u ﬂ LRIl h S WA A WA Al L |J§-.

- Bahwa orang dekat Penggugat telah memberi nasihat kepada Penggugat
untuk mengurungkan niatnva untuk bercerai dengan Terqugat. namun
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- -Rahwa dalam sefian persidangan Majelis Hakim telah berupaya menagihati
Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga secara harmonis

@ kembali bersama Terguaat. namun Pengguaat memiliki tekad vang kuat

untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terunakap secara jelas fakta tentang
adanye perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga
Pencaugat dan Terougat, namun fakta diatas telah cukup untuk menquatkan
persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisinan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergupat secara terus menerus sejak
bulan Maret 2014, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan
ketentuan Pasal 310 R.Ba.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisinan dan pertengkaran

secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim menilai
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keadaan tersebui sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Terguaat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali, meskipun dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah
memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidub rukun kembali
bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa disharmonis dalam perkawinan, atau vang dikenal
dengan azzawwaj al-maksuroh daiam literatur lslam dan broken mariage dalam
istilah hukum positif, tidaklah hanva berlandas pada kekejaman fisik (phsycal
cruetly) belaka, namun juga beriandas pada kekejaman mental (mental cruelty).

O Yang disebut pertama dan kedua sama-sama berakibat pada tidak terpenuhinva
hak dan kewaijiban masing-masing pasangan, sehingga walaupun tidak teriadi
pertengkaran baik mulut maupun fisik secara terus menerus.akan tetanri secara

%ya’ta telah terjadi kekejaman mental berupa penelantaran oieh Tergugat terhadap

Pengaugat. oleh karena itu hal tersebut sudah dianaaap sebaaai broken marriage.
. Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga
Penpgugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi
tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruurmn avat 21:
...a..n}_lg,a.)_g.n ‘ﬂs-i—l-'g}*—‘*ji-@-” wtq-j_}l Ml :_,'-‘ﬁ"sj._é-‘-"";‘! 4.7..1‘1 ey

O Artinya © “Dan i ardara tanda-tanda kekuaseaniye ialah Dia msrcipiana

cemderlrmiy fedpr_ladari fmel immimess meoediel moeaswes Ranyl condorons den mersss
svberderny iodaridistort cinrl oninmiy Sonoin, suns kamil cendoruns ddan may
LMD I sl d Ml ol MADAF T Rl 8 SLeINIR Y, wlampee e SeRnassd Sk L = HE Ll e far )

. _ ok . ..
tonteram kepadanya dan diadikanNya Ol aniara karz rasz kasih 4an s&yeng. ..

e sy g

wlenimibang, bahwa jika tetep memperishankan perkawinan Pengguga

daii
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Tergugat ‘akan dapai menimbulikan mefsadah bagi kedua pihak, sedangkan
perceraian juga bisa menghiiaingkan kemasiahatan dan sexaiigus juga mafsadan
‘bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena
berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang
lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah figh dalam Kitab Ashbah wa
an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:
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Artinya : “Apabita berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang
pa{ing besar kemudratannya dengan melakukan yang febih ringan mafsadahnya’.
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang
lebih ringan mudaratnva bagi Penggugat dan Terquaat. dibandingkan dengan
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor
534/K/Pdt/19968 Tangaal 18 Juni 1988, dinyatakan béhwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penvebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang periu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

O apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan laqi atau tidak.
- Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanagal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah
§f1ukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama fain, hidup
berpisah dan fidak dalam satis fempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pifrak

- tidak bemiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Jainnya,
""dr'pandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2] Undang-Undang

4 g\lomor 1 Tahun 1974 fentang Perkawinar’.

- Menimbang, bahwa -dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilik

_ indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah

O hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami lelah terbuki dalam

pemeriksaan di Penoadilan Agama tentang adanya opersefisihan dan didukuna oleh

fakta fidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang

bersenaketa sebagai suami isti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f)

Peraturan Pemerintahr Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayet (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, secara vuridis nermohonan Penggugat vana memohon
perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkarn’.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat vang meninggalkan dan

menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sefak tanggal 10

Juni 2016, menurut majelis, secara psikis, tindakan tersebut tergolong ke. dalam

kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana

Pasal 1 avat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentana Penghapusan
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga vang menyatakan bahwa Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara
untuk mencegah teriadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga. dan melindungi korban kekerasan dalam rumah
tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan
mata rantai kekerasan vyang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk
Pengaugat vang dalam hal ini sebagai karban vakni berupa pemutusan hubungan
l perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan
O Solusi terbaik dalam perkara ini.
- Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat
adalah suatu sistem vana berlaku terdiri dari bagian vang salina berhubungan satu
@éama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan
dengan bagian vang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian
dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat
““melaksanakan kewaijiban sebagaimana fungsinva maka lidak akan teriadi
keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat
‘!ﬁbahwa dokirin George Ritzer dalam artikel Darundivo Pandupitovo, $.Sos. berjudui
Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat
O Majelis terbentuknya iembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya
keluaroa vang sakinah, mawaddah dan rahmah. dengan demikian apabila sefiap
rumah tangga tidak Jagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram
maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut o
atas, maka aguoatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan
demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 io Pasal 116 huruf (fy Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu
gugatan Periggugat patut untuk dikabuikan dengan menjatuhkan taiak satu ba’in
sughra Tergugat terhadap Penggugat.
Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG
MARI Nomoer 28/TUADA-AGX/2002 tanagal 22 Oktober 2002 yang dihubunakan
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dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan saiinan putusan sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah
Grogot untuk mengirimkan salinan putusan vang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggai Penggugat dan
Terqgugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Térgugai dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasai 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 20068 dan ferakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor &0

O Tahun 2009, maka semua biava perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

v

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil hukum syara’ vang barkaitan dengan narkara ini,
2

¢ MENGADILI
£ 1. Menyaiskan Tergugast tsish diparipgl secars rssmi dan pallt untuk
LY menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabuikan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sugito bin Mulyona)
E: v terhadap Penggugat (Siti Nurhidavah binti Sariju).
4, Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Tanah Grogot unfuk
@ mengirimkan salfinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan FPasir
Belengkong, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar vang disediakan
untuk jtu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maielis Hakim
Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 M.,
bertepatan dengan tanagal 22 Jumadil Tsani 1438 H. cleh kami Drs.H. Ahmad
Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l. M.H.l. dan

Gunawan_ S H.l. masing-masina sebagai Hakim anagota, serta diucapkan dalam
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu cleh Drs. Nasai sebagai
Panitera dengan dihadiri Pen_&%ugat, tanpa hadimya Tergugat.
L P

SL e st Ketua Majelis

Hakim Annanta

alani, S.H.l. M.H.L

7y Panitara

O Pr. Muhammad K unawan, S.H.I.

LI

_ Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Administrasi / ATK Rp 50.000,00

3. Pemangaailan Rp 400.000.00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Materai Rp  6.000.00 +
O Jumiah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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